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ABSTRAK

Dana Desa sepenuhnya ditujukan untuk memfasilitasi pembangunan dan
pemberdayaaan desa sesuai yang diamanatkan oleh pemerintah Indonesia dan
Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa adalah sebagai salah
satu upaya memberikan kewenangan kepada pemerintah desa, untuk mengurus
rumah tangganya sendiri dalam rangka mensejahetrakan masyarakat desa,
termasuk dalam pengelolaan keuangan desa. Walaupun dalam pelaksanaanya
sudah berjalan dengan baik namun belum optimal. Adapun rumusan masalah
dalam penelitian ini adalah Bagaimana Implementasi Kebijakan dana desa di Desa
Tempel Rejo Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran menurut Undang-
undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di Desa Tempel Rejo Kabupaten
pesawaran Provinsi Lampung dan bagaimana tinjauan maslahah mursalah
terhadap implementasi kebijakan dana desa dalam meningkatkan pembangunan
desa.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang
menekankan perolehan datanya langsung dari lapangan melalui proses
wawancara. Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analisis. Sementara pendekatan
yang digunakan adalah pendekatan yuridis- empiris, yaitu pendekatan yang
dilakukan untuk melihat atau menganalisis sejauh mana aturan atau hukum yang
ada berlaku secara efektif di masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses Implementasi
Kebijakan Dana Desa di Desa Tempel Rejo sudah berjalan dengan baik, dianalisis
menggunakan Implementasi George C Edward Il dengan 4 faktor vyaitu
komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Hasil penelitian ini
menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan kebijakan dana desa di Desa Tempel
Rejo untuk meningkatkan program pembangunan dinilai sudah berjalan dengan
cukup baik dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa.
Dibuktikan dengan pemerintah desa Tempel Rejo telah melaksanakan tugas dan
wewenangnya dengan baik, melalui pelaksanaan progam penggunaan dana desa
yang mengintegrasikan RPJMDes dan RKPDes yang telah dituangkan dalam
prioritas belanja desa atau APBDes lalu disepakati dalam musyawarah desa setiap
tahunnya dan selanjutnya ditetapkan dalam peraturan desa. Selain berjalannya
kebijakan dengan dengan lancar kebijakan ini juga bermanfaat bagi masyarakat,
sehingga sesuai dengan prinsip maslahah.

Kata kunci: Implementasi Kebijakan, Dana Desa, Maslahah Mursalah
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¢ Gain G Ge dan ha
s fa’ F Ef
3 Qaf Q Qi
4 Kaf K Ka
J Lam L El
? Mim M Em
O Ndn N En
g Wwawli W We
2 ha’ H Ha
g Hamza ‘ Apostrof
h
¢ ya’ Y Ye




B. Konsonan Rangkap
konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap, contoh:

300 Ditulis Nazzala

O Ditulis Bihinna

C. Ta’Marbutah diakhir Kata
1. Bila dimatikan ditulis h

4aSa Ditulis Hikmah

3jg Ditulis ‘illah

(Ketentuan ini tidak diperlukan untuk kata-kata Arab yang sudah terserap
ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya

dikehendaki lafal lain).

1. Bila diikuti dengan kata sandang ‘“al” serta bacaan kedua itu

terpisah makaditulis dengan h

sl oY) dal et
48 1 Ditulis Karamah al- uliya’

2. Bila Ta’marbuttah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan

dammabh ditulis t atau h

e ey g
> b1 3ud; Ditulis Zakah al-fitri

D. Vokal Pendek
: Fathah Ditulis A




. Kasrah Ditulis |

: Dammah Ditulis U

E. Vokal Panjang

1 fathah+alif Ditulis A
lala Ditulis Jahiliyyah
2 fathah+ya’ mati Ditulis A
(s Ditulis Tansa
3 Kasrah+ya’ Mati Ditulis I
R Ditulis Karim
4 dammah+wawu mati Ditulis U
s Ditulis Furiid

F. Vokal Lengkap

1 fathah+ya’ mati Ditulis Al
R Ditulis Bainakum

2 fathah+wawu mati Ditulis Au
J3 Ditulis Qaul

G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan

dengan tanda apostrof ()
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1 e_dﬁ Ditulis a’antum

2 A& Gl Ditulis la’in syakartum

H. Kata Sandang Alif+Lam

1. Bila kata sandangA/if+Lam diikuti huruf gamariyyah ditulis dengan al.

Ol ol Ditulis Al-Qur’an

oLl Ditulis Al-Qiyas

2. Bila kata sandang Aflif+Lam diikuti Syamsiyyah ditulis dengan
menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta dihilangkan

huruf | (el)-nya.

WA Ditulis as- Sama’

oual Ditulis asy-Syams

I. Huruf Besar
Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnkan
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J. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat
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pengucapannya.

BETBONERY Ditulis Zawi al-furid
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L) A Ditulis Ahl as-Sunnah

K. Pengecualian
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa merupakan representasi dari kesatuan masyarakat hukum kecil yang
telah ada dan tumbuh berkembang seiring dengan sejarah kehidupan masyarakat
Indonesia dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan kehidupan
bangsa Indonesia. Sebagai wujud pengakuan negara terhadap desa, khususnya
dalam rangka memperjelas fungsi dan kewenangan desa sebagai subyek
pembangunan, diperlukan kebijakan dengan lahirnya UU Nomor 6 Tahun 2014
tentang desa.! Desa dalam otoritas nya memiliki Pemerintah Desa yang
merupakan satu lembaga yang ada dalam susunan kelembagaan pemerintahan
Indonesia yang perlu dibangun dan diberdayakan. Karena desa berperan penting
dalam setiap proses kebijakan serta menjadi penting dalam pemerataan
pembangunan di Indonesia. Hal ini juga sejalan dengan konsep pembangunan
pemerintas saat ini yang lebih fokus pada konsep membangun Indonesia dari
pinggiran maka salah satu yang dimaksud pinggiran adalah Desa.?

Lahirnya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa (UU Desa) telah
memberikan keleluasaan kepala desa untuk menumbuhkan, memperkuat, dan

mengembangkan prakarsa lokal, semangat otonomi dan kemandiriannya. Undang-

1 Sri Mulyani Indrawati, Buku Pintar Dana Desa: Dana Desa untuk Kesejahteraan
Masyarakat menciptakan lapangan kerja, mengatasi kesenjangan, dan mengentaskan kemiskinan,
(Jakarta: kemenkeu, 2017), him. 2.

2 Santiasih dkk, “Implementasi Kebijakan Anggaran Dana Desa Berdasarkan UU No. 6
Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Kasus Desa Songan B, Kintamani, Bangli),” skripsi Falkutas
IImu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana Bali (2020), him. 1.



undang itu juga memberikan kewenangan yang lebih besar kepada desa untuk
menyelenggarakan pemerintahan,  melaksanakan pembangunan, melakukan
pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakatnya. Berlakunya UU
Desa membuat posisi desa tergeser dari sekadar wilayah administrasi di bawah
kabupaten menjadi entitas yang berhak untuk mengatur dan mengurus
pemerintahan sendiri berdasarkan prakarsa masyarakat setempat.®

Tujuan diberikannya otonomi daerah adalah untuk memungkinkan daerah
yang bersangkutan agar mengatur rumah tangga sendiri untuk meningkatkan daya
guna. Hasil daya guna dalam penyelenggaraan pembangungan serta pelayanan
terhadap masyarakat setempat. Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi
desa dalam penyelenggaran pemerintahan dan pembangunan desa dalam segala
aspeknya sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, Undang-Undang No. 6 Tahun
2014 memberikan mandat kepada pemerintah untuk mengalokasikan Dana desa.
Dana desa tersebut dianggarkan setiap tahun dalam APBN yang diberikan kepada
setiap desa sebagai salah satu sum-ber pendapatan desa. Kebijakan ini sekaligus
mengintegrasikan dan mengoptimalkan seluruh skema pengalokasian anggaran
dari pemerintah kepada desa yang selama ini sudah ada.

Oleh karena itu, dana desa tidak boleh digunakan asal-asalan atau untuk
kegiatan yang tidak menguntungkan pengembangan desa. Prioritas penggunaan
dana desa didasarkan atas kondisi dan potensi desa, harus sejalan dengan target
pembangunan sektor unggulan dalam Rencana Pembangunan Jangka menengah

Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa setiap tahunnya. Dalam hal ini prioritas

® Mahbub Junaidi, Agni Istighfar paribrata, Pedoman standar layanan informasi publik
untuk pemerintahan desa, (Jawa Timur: Komisi Informasi provinsi Jawa Timur, 2015), him. 1.



penggunaan dana desa harus disepakati dalam musyawarah desa yang dapat
dituangkan dalam rapat kerja perangkat desa atau RKPDes dan anggaran
pendapatan dan belanja desa atau APBDes setiap tahunnya dan selanjutnya
diterapkan dalam peraturan desa.*

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah yang menjadi pedoman desa, adalah Kesatuan masyarakat
hukum yang memiliki batas-batas wilayah yuridis, berwenang untuk mengatur
dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat
setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintah Nasional.
Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, maka sebuah desa diharuskan mempunyai
perencanaan Yyang matang berlandaskan partisipasi dan transparansi serta
demokratisasi yang berkembang di desa. Dan desa juga memiliki kewenangan
untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sesuai dengan kewenangan asli
maupun yang diberikan, yang menyangkut peranan pemerintah desa sebagai
penyelenggara pelayanan publik di desa juga sebagai pendamping dalam proses
perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah yang melibatkan masyarakat
tingkat desa.®

Kewenangan pemberdayaan masyarakat juga telah diatur dalam Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemberdayaan masyarakat desa

merupakan upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat

4 “peraturan Mentri Desa, pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5

Tahun 2015 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa,” http://jdih.kemendesa.web.id/Ind/wp-
content/uploads/2015/08/PERMEN-NO.-5-TH-2015-0K.pdf; diakses pada 18 November 2020.

> Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2017 Desa Tempel Rejo


http://jdih.kemendesa.web.id/Ind/wp-content/uploads/2015/08/PERMEN-NO.-5-TH-2015-OK.pdf
http://jdih.kemendesa.web.id/Ind/wp-content/uploads/2015/08/PERMEN-NO.-5-TH-2015-OK.pdf

dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, prilaku, kemampuan,
kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan,
program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan
prioritas kebutuhan masyarakat desa.®

Pembangunan Desa juga merupakan upaya yang dilaksanakan oleh semua
komponen masyarakat desa untuk mencapai tujuan pembangunan desa. Dalam
rangka penyelenggaraan pemerintah desa disusun perencanaan pembangunan desa
sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah, yang
disusun secara partisipatif oleh pemerintah desa sesuai dengan kewenanganya,
dalam menyusun perencanaan pembangunan desa wajib melibatkan lembaga
kemasyarakatan desa.” Pemerintah desa Tempel Rejo dalam melaksanakan
perencanaan pembangunan desa perlu berdasarkan pada perencanaan desa yang
sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan dan
didasarkan  juga terhadap data dan informasi yang akurat yang dapat
dipertanggungjawabkan. Hal ini dimaksudkan agar pelaksanaan pembangunan
dapat secara efektif, efisien, dan tepat sasaran dalam rangka meningkatkan taraf
hidup dan kesejahteraan masyarakat desa.

Untuk membantu mewujudkan keberhasilan pembangunan dan kesejahteraan
masyarakat desa dalam  menentukan prioritas pembangunan sekala desa
merupakan program pembangunan yang sepenuhnya mampu dilaksanakan oleh

desa, kemampuan tersebut dapat diukur dari ketersediaan anggaran desa,

6 Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 1 ayat (12)

7 Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 4 tahun 2015 tentang Perencanaan
Pembangunan Desa



kewenangan desa dan secara teknis dilapangan desa mempunya sumber daya.
Dengan ini ditetapkannya kebijakan dan program kegiatan pembangunan oleh
Pemerintah Desa Tempel Rejo meliputi; Program meningkatkan pembangunan
sarana prasarana dan infrastruktur desa, mengadakan pembinaan untuk
meningkatkan sumber daya manusia (SDM) serta meningkatkan kehidupan sosial,
budaya, dan keagamaan masyarakat desa, meningkatkan pemberdayaan di
kepemudaan, olahraga dan kesehatan, juga meningkatkan perekonomian
masyarakat serta peningkatan keamanan, ketertiban umum dan perlindungan
masyarakat.

Adapun program pembangunan dari dana desa yang bersumber dari APBD
yang ditetapkan Pemerintah Desa Tempel Rejo, seperti Pembangunan tembok
penahan tanah (TPT), Pembangunan Rabat Beton, pembangunan Gorong-
Gorong, Pembangunan Drainase, Pembangunan Air Bersih. Berdasarkan analisa
pemerintah desa dan laporan yang disampaikan masyarakat, dan ada beberapa
masalah mendesak yang harus secepatnya diatasi oleh pemerintah desa. Akan
tetapi dalam pelaksanaanya seluruh kebijakan yang telah dibuat oleh Pemerintah
Desa Tempel Rejo juga berkaitan dengan alokasi dana desa yang juga dikelola
oleh pemerintah desa, namun banyak program ataupun kebijakan yang dibuat
dalam pengalokasian dana desa belum terealisasi dengan baik dan sesuai dengan
target yang telah direncanakan, dalam pelaksanaannya memang belum merata di
setiap dusun yang berlomba-lomba berpendapat agar dusunya segera cepat di
realisasikan atas pembangunan desa tersebut, juga membuat masyarakat desa

menjadi salah paham dan belum mengerti akan prioritas dan masalah yang



memang harus cepat diatasi oleh pemerintah desa. Selain permasalahan tersebut
terdapat masalah yang harusnya lebih penting dilakukan oleh pemerintah desa
yang dapat mempengaruhi pendapat masyarakat ataupun pejabat dan tamu yang
akan datang dan berkunjung terhadap desa Tempel Rejo yaitu masih banyak nya
gorong-gorong yang belum dibangun dan masih berantakan yang terdapat di
sepanjang jalan menuju Kantor Balai Desa yang memang menurut pendapat
masyarakat itu penting karena menjadi akses yang memang setiap hari dilewati
dapat menjadi pemandangan yang tidak bagus terhadap desa Tempel Rejo sendiri.
Dalam urusan pembangunan desa ini yang merupakan menjadi kebutuhan pokok
bagi masyarakat, namun dalam kenyataanya Pemerintah Desa Tempel Rejo
memang belum terlaksana secara maksimal.

Kondisi ini memperlihatkan bahwa desa Tempel Rejo dinilai masi perlu
meningkatkan pembangunan desa dalam berbagai aspek pembangunan. Bantuan
dana desa tersebut dituangkan sebagai modal yang diberikan untuk pemerintah
desa untuk urusan pembangunan apakah sudah terlaksana sesuai dengan program
yang telah direncanakan. Dan apakah mampu mewujudkan pemenuhan hak suatu
desa dalam rangka menyelenggarakan otonomi daerahnya sehingga terwujudnya
pertumbuhan dan perkembangan desa secara merata. Untuk dapat menentukan
dan mengukur sebuah kebijakan pemerintah desa itu sudah sesuai atau tidak
terhadap peraturan diperlukannya menganalisis dari rentan waktu dua tahun yaitu
tahun 2018,2019.

Berkaitan dengan beberapa hal diatas, karena seharusnya disetiap kehidupan

manusia dan bermasyarakat sudah seharusnya mendatangkan kemaslahatan



bersama atas suatu kebijakan yang sedang dijalankan bertujuan untuk
menciptakan kesejahteraan. Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan teori
implementasi kebijakan dan teori Maslahah untuk mengetahui sebuah kebijakan
pemerintah apakah sudah berjalan dengan baik dan memiliki kemaslahatan
bersama. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulis
menyimpulkan untuk melakukan penelitian tentang “Implementasi Kebijakan
Dana Desa dalam meningkatkan Pembangunan Desa Tempel Rejo Kabupaten
Pesawaran Provinsi Lampung Persperktif Maslahah .
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian yang terdapat pada latar belakang diatas, maka dapat
dirumusakan beberapa Permasalahan pokok dalam Penelitian ini, yaitu :
1. Bagaimana Implementasi Kebijakan dana desa di Desa Tempel Rejo
Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran menurut Undang-undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa?
2. Bagaimana pandangan Maslahah terhadap Implementasi Kebijakan Dana
Desa di Desa Tempel Rejo Kecamatan Kedondong Kabupaten

Pesawaran?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian
a) Menganalisa Implementasi Kebijakan dana desa di Desa Tempel
Rejo Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran dalam Undang-

undang No 6 tahun 2014 tentang Desa.



b) Untuk mengetahui pandangan maslahah mursalah tehadap kebijakan
Implementasi dana desa di Desa Tempel Rejo Kecamatan
Kedondong Kabupaten Pesawaran.

2. Kegunaan Penelitian
a. Kegunaan Akademik
Secara akademik, penelitian ini bermanfaat untuk memberikan
informasi, referensi, dan konstribusi bagi kalangan akademisi dan
sebagai pengembangan ilmu kebijakan publik terkait implementasi
kebijakan dana desa serta membantu pemerintah mengawal
prosesnya berjalan sebagaimana mestinya.

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat bermanfaat menjadi bahan
masukan dan informasi bagi pemerintah dalam upaya mewujudkan
program nawacitanya yaitu “membangun dari pinggiran” dengan
meningkatkan kulitas sumber daya manusia di tingkat desa,
melakukan pembinaan, pendampingan ataupun asistensi secara
institusi maupun individu bagi aparat desa dan meningkatkan
partisipasi masyarakat dalam menentukan kebijakan strategis di desa
melalui musyawarah desa.

D. Telaah Pustaka
Dalam mendukung penelitian ini, maka penyusun melakukan penelusuran

terhadap karya-karya ilmiah baik yang berbentuk buku, jurnal, makalah ilmiah



dan lain-lain yang mempunyai relevansi terhadap penelitian ini yaitu sebagai
berikut:

Pertama adalah skripsi yang disusun oleh M. Indra Maulana, dengan judul,
“Peran Dana Desa dalam memberdayakan masyarakat ditinjau dari perspektif
ekonomi”.  Dalam penelitian ini penulis membahas tentang yang pertama, untuk
mengetahui bagaimana peran dana desa dalam pemberdayaan masyarakat yang
bertujuan meningkatkan perekonomian desa. Kedua, bagaimanakah upaya yang
dilakukan pemerintah desa dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat.
Ketiga, untuk mengetahui bagaimanakah peran dana desa ditinjau dari perspektif
ekonomi islam.

Kedua penelitian yang dilakukan oleh Dani Umbara dkk dengan judul
“Implementasi Kebijakan Dana Desa dalam Upaya Mewujudkan Efektifitas
Program Pembangunan Desa di Kecamatan Lalembu Kabupaten Konawe
Selatan”.® Penelitian ini penulis mengkaji tentang implementasi kebijakan
pengelolaan dana desa di kecamatan lalembu yang mencakup empat aktifitas
yakni komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana, dan struktur birokrasi. Keempat
aktifitas tersebut dilakukan secara simultan namun belum semuanya berjalan
secara optimal. Kelemahannya ada pada aktifitas komunikasi dimana sosialisasi
kebijakan sudah dilakukan kepada masyarakat namun tingkat kehadiran

masyarakat dalam sosialisasi masih kurang partisipasinya dan keterwakilan

8 M. Indra Maulana, Peran Dana Desa dalam Memberdayakan Masyarakat Ditinjau dari
Perspektif Ekonomi Islam, Skripsi Sarjana Strata Satu Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (2018).

° Dani Umbara dkk, “Implementasi Kebijakan Dana Desa Dalam.....”, hlm. 9.



masyarakat juga masih kurang. Pengelolan dana desa sudah mampu untuk
melaksanakan program dana desa walaupun dari aspek pendidikannya masih
rendah. Adanya dana desa juga disambut oleh Kepala Desa yang mana program
pembangunan dapat cepat terlaksana.

Ketiga adalah skripsi yang disusun oleh Aditya Puspa Rinanti, dengan judul.
“Pemanfaatan Dana Desa untuk Pembangunan Desa Sumur Gede Kecamatan
Godong ”.1° Dalam penelitian ini penulis membahas tentang Alokasi pemanfaatan
dana desa oleh pemerintah di Desa Sumurgede telah menggunakan atau
memanfaatkan dana desa untuk pelaksanaan pembangunan baik pembangunan
infrastruktur maupun rehabilitasi atau perbaikan sarana dan prasarana yang ada
didesa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga telah
dikatakan efektif. Hal ini ini terbukti dengan adanya pembangunan fisik berupa
sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat direalisasikan dengan baik.
Dan beberapa faktor yang menjadi kendala dalam Dana Desa (ADD) di Desa
Sumurgede Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan adalah komunikasi,
kemampuan sumber daya, sikap pelaksana, struktur birokrasi, lingkungan serta
ukuran dan tujuan kebijakan.

Keempat adalah skripsi yang disusun oleh Choirul Rijal, dengan judul.

“Program Pemanfaatan Dana Desa untuk Pembangunan Masyarakat (studi kasus

10 Aditya Puspa Rinanti, Pemanfaatan Dana Desa untuk Pembangunan Desa Sumur Gede
Kecamatan Godong, Skripsi Sarjana Strata Satu Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri
Semarang (2019).
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desa sidoluhur kecamatan jaken kabupaten pati) 7. 1* Dalam Penelitian ini penulis
mengkaji tentang pembangunan masyarakat di Desa Sidoluhur yang sudah
berjalan sebagaimana mestinya. Pembangunan di Desa Sidoluhur berjalan begitu
masif. Hal ini diakibatkan oleh dana desa yang cukup besar yang didapat oleh
desa sidoluhur. Pembangunan tersebut juga berdampak pada kepada ekonomi
masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam pembangunan tersebut. Selain itu,
pembangunan tidak hanya dalam aspek infrastruktur yang bersifat untuk
memudahkan mobilisasi misal jalan atupun jembatan. Akan tetapi, pembangunan
juga dilaksanakan dalam bidang yang lain, misal dalam bidang pendidikan,
ekonomi, olahraga dan lain sebagainya.

Kelima adalah skripsi yang disusun oleh Adi Supraja dengan judul.
“Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Sukamahi Kabupaten Bogor
Tinjauan Sistem Ketatanegaraan Islam”. 2 Penulisan penelitian ini bertujuan
ulntuk mendapatkan gambaran tentang Implementasi Kebijakan Alokasi Dana
Desa. Selain itu, untuk mengetahui langkah-langkah apa yang dilakukan oleh
pemerintahan desa Sukamahi dalam melakukan pengelolaan Alokasi Dana Desa.

Dari karya ilmiah yang di telusuri dan temukan belum ada yang membahas
tentang implementasi kebijakan dana desa di desa Tempel Rejo, Kecamatan
Kedondong, Kabupaten Pesawaran sehingga membuktikan keaslian penelitian

yang akan dilakukan oleh penulis.

1 Choirul Rijal, Program Pemanfaatan Dana Desa untuk Pembangunan Masyarakat
(studi kasus desa sidoluhur kecamatan jaken kabupaten pati), Skripsi Sarjana Strata Satu
Fakultas llmu Sosial dan Politik Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang (2019).

2 Adi Supraja, Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Sukamahi

Kabupaten Bogor Tinjauan Sistem Ketatanegaraan Islam, Skripsi Sarjana Strata Satu Fakultas
Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (2017).
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E. Kerangka Teoritik

1. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan salah satu tahapan yang amat penting dari
keseluruhan proses kebijakan publik. Implementasi kebijakan merupakan
kegiatan (tindakan) setelah suatu kebijakan dirumuskan. Tanpa adanya suatu
kegiatan implementasi, maka suatu kebijakan yang telah dirumuskan akan
menjadi  sia-sia. Implementasi kebijakan dengan demikian merupakan
penghubung antara formulasi kebijakan dengan hasil/dampak (outcome) kebijakan
yang diharapkan. Pentingnya implementasi kebijakan ditegaskan oleh pendapat
Udoji dalam Agustino bahwa: “The execution of policies is as important if not
more important than policy making, policy will remain dreams or blue prints
Jjackets unless they are implemented”. ( Pelaksanaan kebijakan pentingnya jika
tidak lebih penting daripada pembuat kebijakan akan tetap mimpi atau cetakan
kecuali mereka diimplementasikan).

Namun pada prinsipnya setiap kebijakan publik = selalu  ditindaklanjuti
dengan implementasi kebijakan. Implementasi dianggap sebagai wujud utama
dan tahap yang sangat menentukan dalam  proses kebijakan. Pandangan
tersebut dikuatkan dengan pernyataan Edwards Il bahwa tanpa implementasi
yang efektif keputusan pembuat kebijakan tidak akan berhasil dilaksanakan.
Implementasi kebijakan merupakan aktivitas yang terlihat setelah dikeluarkan
pengarahan yang sah darisuatu kebijakan yang meliputi upaya mengelola

input untuk menghasilkan output atau outcomes bagi masyarakat. Mengacu pada

13 Agustino, Leo, Dasar-Dasar Kebijakan Publik, (Bandung: CV.Alfabeta, 2006). Him. 154
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pendapat Edward 1l mengenai kriteria penting dalam implementasi kebijakan,
dapat di-kemukakan empat faktor sebagai sumber masalah sekaligus prakondisi
bagi ke-berhasilan proses implementasi, yakni komunikasi, sumber daya, sikap
birokrasi atau pelaksana dan struktur organisasi, termasuk tata aliran Kkerja
birokrasi. Komunikasi suatu program hanya dapat dilaksanakan dengan
baik apabila jelas bagi para pelaksana.'*

Dalam konteks ini, implementasi kebijakan dilakukan oleh aparat dan pejabat
pelaksana kebijakan agar tujuan kebijakan dapat dicapai. Kesenjangan antara
tujuan kebijakan dengan hasil yang dijalankan menunjukkan ketidak-efektifan
sebuah implementasi kebijakan tersebut. Untuk memudahkan pelaksanaan,
standar operasi mesti tersedia untuk memudahkan pelaksanaan kebijakan
dilapangan oleh aparat dan pejabat terkait.*® Dari sisi ini berarti implementasi
kebijakan dapat dilaksanakan dengan berpedoman kepada peraturan yang
mengaturnya dalam pelaksanaan di lapangan.*®

Selanjutnya Widjaja menyatakan bahwa otonomi desa merupakan otonomi
asli, bulat, dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah.
Sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki
oleh desa tersebut. Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan

asli berdasarkan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan

14 Haedar Akib, “IMPLEMENTASI KEBIJAKAN: Apa, Mengapa, dan Bagaimana ”,
Jurnal program studi Administrasi Publik, Vol. 1:1 (Thn. 2010), him. 5

15 Budi Winarno, kebijakan Publik, Teori & proses, (Yogyakarta: Media pressindo,
2007), him. 35

16 Budiman Rusli, “Kebijakan Renumerasi Berbasis Kinerja”, jurnal 1lmu Administrasi
Negara Unsub, 2010, him, 13.
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hak istimewa, desa dapat melakukan perbuatan hukum baik hukum public maupun
hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda serta dapat dituntut dan menuntut
di muka pengadilan.t’

2. Teori Maslahah

Secara Bahasa, kata maslahah berasal dari Bahasa Arab yang kemudian
dibakukan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi kata maslahah, yang berarti
mendatangkan kebaikan atau membawa kemanfaatan serta menolak kerusakan.®
Kata maslahah berakar pada kata al-aslu yang merupakan bentuk masdar dari
kata kerja salahu, yasluhu, salahan yang artinya baik, bagus, manfaat, faedah,

patut, layak, dan sesuai.

Adapun dilihat dari segi batasan pengertiannya, terdapat dua pengertian, yaitu

menurut uz7f” dan syara’. Menurut ur/”, maslahah ialah:
adil) g Sall A (g3 gall Gunad)
“Sebab yang melahirkan kebaikan dan manfaat”

Sedangkan pengertian maslahah secara syara’ adalah:
daleglslabe gy ladla pala LI g3 gal) Guad)

“Sebab—sebab yang membawa dan melahirkan maksud (tujuan) asy-syari’,

baik maksud yang berkaitan dengan ibadah maupun muamalah (al-adat)”.

17 J Kaloh, Mencari Bentuk Otonomi Daerah: Suatu Solusi dalam Menjawab Kebutuhan
Lokal dan Tantangan Global (ed. Revisi), (Jakarta: PT Rineka Cipta), him. 2007.

18 Munawar Kholil, Kembali Kepada Al-Qur’an dan Sunnah, (Semarang: Bulan Bintang,
1995), him. 43.

1% Muhammad Yunus, Kamus Arab Indonesia, ( Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan
Penerjemah dan Penafsir Al-Qur’an, 1973), him. 219.
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Secara etimologi maslahah sama dengan manfaat, baik dari segi lafal maupun
makna. Maslahah juga berarti manfaat atau suatu pekerjaan yang mengandung
manfaat.® Untuk lebih jelasnya definisi tersebut, bahwa pembentukan hukum
dimaksudkan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Artinya, mendatangkan
keuntungan, menolak mudhorot dan menghilangkan kesulitan dari mereka.
Sesungguhnya kemaslahatan manusia tidak terbatas pada bagian-bagiannya dan
individu-individunya. Kemaslahatan akan terus muncul seiring dengan
perkembangan situasi dan kondisi manusia akibat perbedaan lingkungan
pensyariatan hukum terkadang mendatangkan kemanfaatan pada suatu masa dan
ada masa yang lain mendatangkan mudarat.?

Adapun ada beberapa istilah maslahah menurut para ulama antara lain:

a. Husain Hamid Hassan, dalam bukunya Nazariyyah al-Maslakah,
berpendapatbahwa maslakah, dilihat dari sisi lafaz maupun makna itu
identik dengan kata manfaat atau suatu pekerjaan yang di dalamnya
mengandung atau mendatangkanmanfaat.

b. Ahmad ar-Raislni dalam bukunya Nazariyah al-Magasid ‘inda al-Imam
asy Syatibi mencoba memperjelas manfaat ini dari ungkapan
kemanfaatan.Menurutnya, = makna maslakah itu adalah mendatangkan
manfaat atau menghindari kemudaratan. Sedangkan yang dimaksud

dengan manfaat di siniadalah ungkapan kenikmatan atau apa saja jalan

20 Nasrun Haroen, Ushul Figih (Jakarta: Katalog Dalam Terbit (KDT), 1996), him. 114.

2L Muhammaf Syaiful Bahri, “Kebijakan Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta Dalam
Penanganan Anak Jalanan Prespektif Maslahah Mursalah,” Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga (2019), him. 12
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menuju kepada kenikmatan. Adapun yang dimaksudkan dengan
kemudaratan adalah ungkapan rasa sakit atau apa saja jalan menuju
kepada kesakitan.

c. Menurut ar-Razi, dalam bukunya Muhtaras-Sihhah, menjelaskan bahwa
makna al-salah adalah lawan dari al-fasad. Berangkat dari makna ini,
ar-Razi berkesimpulan bahwa mencari maslakah adalah suatu tindakan
yang kebalikan dari mendapatkan kerusakan atau keburukan.??

d. Menurut Imam Al-Ghazali memandang bahwa maslahah ialah suatu
kemaslahatan harus sejalan dengan tujuan syara’, sekalipun bertentangan
dengan tujuan manusia, karena kemaslahatan manusia tidak selamanya
didasarkan kepada keehndak syara’, tetapi sering didasarkan pada hawa
nafsu. Oleh sebab itu, yang dijadikan patokan dalam menentukan
kemaslahatan itu adalah kehendak dan tujuan syara’, bukan kehendak dan
tujuan manusia.?®

Dilihat dari segi kualitas dan kepentingan, para ahli usul figih membagi

maslahah menjadi 3 macam yaitu:

1. Maslahah Al-Darruriyah yaitu kemaslahatan yang berhubungan
dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan akhirat.
Kemaslahatan seperti ini ada 5 (memelihara agama, memelihara

jiwa, memelihara harta, memelihara keturunan, dan memelihara

22 Imron Rosyadi, “Pemikiran Asy-Syatibf Tentang Maslahah Mursalah,” Jurnal
Universitas Muhammadiyah Surakarta, Vol. 25, No. 1,( thn 2013), him. 46-63.

2 Abu Hamid Al-Ghazali, al-Mustashfa min llmi al-Ushul, (Beirut: Dar al Kutub al-
lImiyah: 1980), him.286.
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akal). Kelima kemaslahatan tersebut disebut dengan al-mashalih al-
khomsah.

2. Maslahah Al-Hajiyyah yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan dalam
menyempurnakan kemaslahatan pokok (mendasar) sebelumnya
yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara
kebutuhan mendasar manusia.

3. Magslahah al-Tahsiniyyah, yaitu kemaslahatan yang sifatnya
pelengkap berupa keleluasaan yang dapat melengkapi kemaslahatan
sebelumnya.?

F. Metode Penelitian
Demi memperoleh data yang dibutuhkan secara terarah dan sistematis, penulis

menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (field research).
Penelitian lapangan bermaksud mempelajari secara intensif tentang latar
belakang keadaan sekarang, dan inteksi sosial individu, kelompok, lembaga
dan masyarakat.?® Sehingga penelitian atau research dapat diartikan sebagai
sebuah rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan pemahaman
baru yang lebih kompleks dan lebih detail.
2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini bersifat deskriptif-analisis yaitu suatu penelitian yang

ditujukan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan

24 A. Djazuli, Figih Siyasah Implementasi Umat Dalam Rambu-Rambu Syari‘ah, (Jakarta:
Kencana, 2003), him. 1.
%5 M. Subana, Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah, (Bandung: Pustaka llmiah, 2001), him. 25.
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untuk mengatasi masalah-masalah tertentu.?® Bersifat deskriptif karena
penelitian ini menuturkan dan menafsirkan data yang berkenaan dengan
fakta, variable dan fenomena yang terjadi disaat penelitian berlangsung dan
menyajikan apa adanya.
3. Pendekatan Penelitian

Penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian Yuridis-
empiris yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan
untuk mengetahui  permasalahan yang sebenarnya terjadi, kemudian
akan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
teori hukum yang ada.?’
1. Sumber Data
a. Data primer

Sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung atau diperoleh
dari terjun langsung dilapangan dimana sumber aslinya berupa wawancara
dengan kepala desa, bagian tim pengelola kegiatan (TPK), ketua Badan
Permusywaratan Desa (BPD), masyarakat desa, serta Rancangan Anggaran
Pendapatan Belanja Desa (RAPBDes) dan segala bentuk data yang menunjang

penelitian ini.

75

% Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian hukum, cet. Ke-3, (Jakarta : Ul-Press 1986),
him. 10.

27 Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta : Rajawali Pers, 2006), him.
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b. Data Skunder

Data sekunder adalah data yang secara tidak langsung memberikan data
kepada pengumpul data misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.
Data sekunder dalam penelitian yang diperoleh dari sebagai berikut:
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014
4. Peraturan Mentri Keuangan Nomor 247 Tahun 2015
5. Buku-Buku
6. Jurnal dan Skripsi

serta data-data yang dapat diakses melalui internet yang berhubungan
dengan tema penelitian dan dapat mendukung data primer serta dapat
memberikan penjelasan lebih luas dalam penelitian yang dilakukan
2. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan, peneliti menggunakan teknik
pengumpulan data:
a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya
jawab lisan yang berlansung satu arah , artinya pertanyaan datang dari
pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh  yang
diwawancara.?® Teknik wawancara dilakukan dengan mengajukan beberapa

pertanyaan terkait Implementasi kebijakan Dana Desa oleh Pemerintah Desa

28 Abdurrahman Fatoni, Metodologi Penelitian dan Teknik Penyususan, Skripsi
(Jakarta: Rineka Cipta,2011), him. 105.
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Tempel Rejo dan kepada beberapa sumber data dengan metode wawancara
bebas terpimpin. Wawancara bebas terpimpin adalah kombinasi antara
wawancara bebas dan wawancara terpimpin, artinya wawancara secara
fleksibel dan jelas. Peneliti menggunakan teknik wawancara dengan
responden dari pemerintah desa Tempel Rejo seperti kepala desa, ketua BPD,
tim pengelola kegiatan (TPK), tokoh pemuda, tokoh agama serta masyarakat
desa untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian.

b. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukaan melalui

sesuatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap
keadaan atau prilaku objek sasaran.?® Observasi dilakukan langsung oleh
peneliti terhadap Pemerintah Desa dan Masyarakat Desa Tempel Rejo.

c. Dokumentasi

Metode ini dapat diartikan sebagai cara pengumpulan data dengan cara

memanfaatkan data-data berupa buku, catatan (dokumen), arsip serta
catatan lain yang berkaitan dengan objek penelitian yang informasinya berupa
bahan-bahan  tertulis atau  tercatat. Dokumentasi diperlukan untuk
melengkapi data yang dibutuhkan dan berhubungan dengan penelitian.

G. Sistematika Pembahasan
Untuk mempermudah pembahasan dalam penelitian in dapat dipahami dengan

mudah, maka penelitian ini harus tersusun secara sistematis sehingga

29 1bid him, 104
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menghasilkan penelitian yang maksimal. Oleh karena itu peneliti membaginya
secara sistemaika yang disusun menjadi 5 bab yang tersusun sebagai berikut:

Bab I, merupakan pendahuluan yang terdiri dari tujuh bagian yang disusun
secara berururtan yaitu, latar belakang munculnya permasalah yang di angkat
diteltiti, menjelaskan tujuan dan kegunaan penelitian, telah pustaka menjelaskan
sumber atau data yang dijadikan referensi penelitian, kerangka teoritik
menjelasakan teori yang akan dipakai oleh peneliti, metode penelitian
menjelasakn metode seperti apa yag akan dipakai peneliti, dan yang terakhir yaitu
sistematika pembahasan menjelaskan tentang susunan penlitian.

Bab II, berisi kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini. Peneliti
mengkaji tentang teori mengenai Implementasi Kebijakan dan teori Maslahah
yang dipergunakan untuk menganalisa objek kajian.

Bab Ill, membahas gambaran umum Desa Tempel rejo Kecamatan
Kedondong Kabupaten Pesawaran berupa sejarah Desa, Kondisi Geografis,
Kondisi Demografis, kondisi ekonomi, kondisi Pemerintahan Desa.

Bab IV, penjelasan tentang Implementasi Kebijakan Dana Desa pada
Pemerintahan Desa Tempel Rejo Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran
terhadap Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang berisi tentang
Pengalokasian dan Penggunaan Dana Desa serta pandangan Maslahah
terhadapnya.

Bab V, merupakan penutupan yang terdiri dari kesimpulan, saran-saran atas

penjelasan atau uraian dari penelitian skripsi ini.
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BABYV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan tentang Implementasi

Kebijakam Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan desa perspektif

maslahah di Desa Tempel Rejo Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran

Provinsi Lampung, dapat ditarik kesimpulan bahwasanya:

1.

Implementasi Kebijakan Dana Desa di Desa Tempel Rejo pelaksanaanya
sudah berjalan dan terlaksana dengan baik dan sesuai dengan prinsip otonomi
desa yang luas, myata dan bertanggung jawab yang dimana semua pelaksaan
telah dilaksanakan berdasarkan hak dan kewenangan desa serta potensi dari
Desa Tempel Rejo sendiri terbukti dengan adanya pembangunan desa
walaupun belum terlaksana secara optimal dan merata di setiap dusun. Karena
tidak mementingkan kepentingan umum yang lebih mendesak terlebih dahulu
disebabkan desakan dari setiap masyarakat Dusun yang ingin didahulukan.
Dengan ini pemerintah desa bisa lebih objektif dalam memilih kepentingan
yang lebih mendasak dahulu yang harus dilaksanakan walaupun tidak semua
program/kebijakan tercover oleh anggaran dana desa yang telah dikucurkan
untuk desa, yang proses nya dilakukan secara bertahap. Masalah lain juga
terdapat pada faktor sumber daya manusia ialah dari para aparatur desa dan
para pelaksana pada kualifikasi pendidikan terakhir yang rata-rata hanya
lulusan SMA dan sehingga pelatihan dan pembinaan bagi para pengurus

pelaksana sangat dibutuhkan serta fasilitas-fasilitas yang belum memadai. Dan
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terdapat Faktor-faktor yang menyebabkan implementasi kebijakan dana desa

di Desa Tempel Rejo berjalan dengan baik yaitu:

a. Adanya komunikasi dan koordinasi yang baik antara pemerintah desa
dengan agen pelaksana lain serta masyarakat dalam melaksanakan
kebijakan dana desa.

b. Sumber daya manusia yang ada di Desa Tempel kapasitasnya sudah
cukup memadai dan mampu, baik dari aparatur desa ataupun
masyarakatnya.

c. Disposisi atau perilaku pelaksana pengelola Dana Desa juga sudah mampu
untuk melaksanakan program Dana Desa dan sikap para pelaksana dalam
melaksanakan kebijakan dana desa sampai yang ada semuanya sudah
terlaksana dengan baik walaupun dari aspek pendidikannya masih rendah.

d. Struktur birokrasi atau kerjasama dan komunikasi yang berjalan antara
pemerintah desa dengan BPD juga sudah berjalan dengan baik.

Kebijakan dana desa yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Desa Tempel

Rejo telah sesuai dengan konsep maslahah, vyang bertujuan untuk

Kemaslahatan masyarakat. Dalam prosesnya mulai dari pelaksanaan sampai

dengan pengawasannya pun sudah sesuai dengan prinsip-prinsip maslahah

yang didefinisikan menurut Al-Ghazali, yaitu pemeliharaan terhadap agama,
jiwa, akal, dan harta. Dengan ini pemerintah melakukan pembangunan dan
perbaikan jalan untuk mencegah dan mengurangi kecelakaan, lalu membangun
gedung TPA untuk dijadikan tempat belajar agama dan al-Qur’an. Pemerintah

juga melakukan pemberdayaan ikan air tawar dengan memberikan bibit ikan
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kepada masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian dan
Badan usaha milik desa (BUMDES). Walaupun di Desa Tempel Rejo belum
memiliki inftrastruktur yang mendukung untuk pemeliharaan terhadap
keturunan namun dengan adanya program pelaksanaan posyandu yang di
danai oleh dana desa tetap dapat dikatakan maslahah, selain dalam
meningkatkan pembangunan kebijakan yang dilaksanakan juga memberikan

manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka saran yang dapat

penyusun berikan adalah:

1.

Untuk pemerintah Desa Tempel Rejo, dalam penggunaan dana desa
diharapkan bidang inftrastruktur dan pemberdayaan masyarakat dapat
ditingkatkan lagi. Seperti pembangunan desa yang dibangun harus dengan
kuat dan kokoh supaya ke depannya dapat di bangun inftrastruktur yang lain.
Selain  pembangunan infrastruktur  pemberdayaan masyarakat juga
ditingkatkan lagi seperti kegiatan pendirian dan kegiatan pengembangan usaha
ekonomi masyarakat untuk menjadi wadah masyarakat desa bersama dalam
membangun diri dan lingkungannya secara mandiri dan partisipatif. dengan
meningkatkan usaha BUMDesa dari pemanfaatan sumber daya lokal meliputi
pengelolaan air minum desa, usaha tabung gas desa dan pemasaran hasil
perikanan dengan memberikan jasa pelayanan kepada masyarakat dan pasar
desa untuk memasarkan produk ataupun hasil tani yang dihasilkan masyarakat

agar masyarakat tidak jauh-jauh membeli ke pasar.
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2. Pemerintah perlu meningkatkan dan memberikan pendampingan dan asistensi
soal peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan desa dan manajemen tata
kelola pemerintahan kepada aparatur desa dalam pelatihan dan pembinaan
sehingga dapat mencetak sumber daya manusia yang memadai. Karena
kesiapan dan kemampuan dari aparatur desa terhadap tugas yang diberikan
sangat mempengaruhi dalam melaksanakan kebijakan dari pengelolaan dana
desa.

Kepada masyarakat desa Tempel Rejo sebagai pelaksana dan penikmat
manfaaat dari kebijakan dana desa juga diharapkan dapat menjaga dan merawat

bersama-sama atas kebijakan -kebijakan yang sudah terlaksana.
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LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Terjemahan Ayat Al-Qur’an

No

Halaman

Nama Surat dan Ayat

Terjemahan

1

34

Q. S Al-Anbiya : 21

“Dan Kami tidak mengutus engkau
(Muhammad)  melainkan  untuk
(menjadi) rahmat bagi seluruh

alam.”

B. Terjemahan Kaidah Ushul Figih

No| Halaman| Hadis/kaidah Figih Terjemahan

! 14 | Maslahah menurut urf” g epap yang melahirkan kebaikan dan
manfaat”

2 14 Maslahah menurut: - keqopa1, sehab yang membawa dan

syara

melahirkan maksud (tujuan) asy-
syari’, baik maksud yang berkaitan
dengan ibadah maupun muamalah (al-
adat)”.

3 32 Kaidah ushul figh “Menolak kerusakan lebih diutamakan|
daripada menarik kemaslahatan™

105




32 Kaidah ushul figh “Meraih kemaslahatan dan menolak]
kemudaratan”

32 Kaidah ushul figh leriqak  memudaratkan dan tidak di
mudaratkan”

32 Kaidah ushul figh

“Kemudaratan dapat dihilangkan
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C. Surat Izin Penelitian

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : JI. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
hitp /syariah.uin-suka ac.id Yogyakarta 55281

Nomor : B-35 /Un.02/DS.1/PG.00/ g1 /2021 8 Januarn 2021

Lampiran - 1 (satu) bendel
Hal : Permohonan Izin Riset
Kepada

Yth. Kepala Desa
Tempel Rejo Kecamatan Kedondong
Di Lampung

Assalamu’alaikum Wr. Wb,

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa untuk kelengkapan penyusunan
Skripsi dengan judul
“Implementasi Kebijakan Dana Desa dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Tempel Rejo
Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran Lampung Perspektif Maslahah Mursalah”

Dapatlah kiranya Saudara memberi izin risct bagi mahasiswa kami

Nama : Miftahul Jannah

NIM : 17103070028

Program Studi : Hukum Tata Negara

Semester VI 7

Alamat Asal : jln. Istigomah 02, kel. Cipadu, kec. Larangan kota Tangerang
Alamat di Yogyakarta : Jin. Bima Sakti 07, Kec. Gondokusukan, Kel. Demanangan
Yogyakarta.

Untuk mengadakan penelitian (riset) di tempat-tempat sebagai berikut:
1. Desa Tempel Rejo
2. Kantor kelurahan Desa Tempel Rejo Kee. Kedondong, kab. Pesawaran Lampung

Metode pengumpulan data: Wawancara, Observasi dan Dokumentasi
Adapun waktunya mulai tanggal 25 januari 2021's/d selesal.
Selama penclitian agar menerapkan protokol kesehatan pencegahan penyebaran covid - 19

Atas perkenan saudara, kami ucapkan terima kasih

Wassalau’alaikum Wr.Wh.

Tanda tangan diberi tugas

iftahul Jannah)

Tembusan:
- Dekan (sebagai laporan)

107



D. Jawaban lzin

Goies PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN
KECAMATAN KEDONDONG
DESA TEMPEL REJO

a Tempel Rejo Desa Tempel Rejo  Kec Kedondong K

i P Kaode Pos 35381

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
Nomor : B-35/001/VIL06.05/TR/I1/2021
Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Tempel Rejo Kecamatan Kedondong Kabupaten

Pesawaran. Berdasarkan Surat Rekomendasi Kementrian Agama Republik  Indonesia

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA FAKULTAS
SYARI'AH DAN HUKUM, Dengan ini menerangkan :

Nama : MIFTAHUL JANNAH

NIM : 17103070028

Program Studi : HUKUM TATA NEGARA

Semester : VIV7

Alamat : J1. Istiqgomah No. 2 Kelurahan Cipadu RT/RW 001/008

Kecamatan Jarangan Kota Tangerang Provinsi Banten

Bahwa benar nama tersebut diatas telah melakukan penelitian di Desa Tempel Rejo Kecamatan
Kedondong Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung.

Demikian Surat Keterangan Penelitian ini kami buat dengan sebenamya dan agar dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.
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Foto

E. Foto-

Gambar Observasi Lapangan
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Gambar Observasi Lapangan Pembangunan Desa

110



CURRICULUM VITAE
Data Pribadi
Nama : Miftahul Jannah
Tempat, Tanggal Lahir

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama . Islam

Alamat Asal :JIn. Istigomah, kel. Cipadu, kec. Larangan Kota
Tangerang

Alamat di Yogyakarta: JIn. Bima sakti 07, kec.Gondokusuman,
kel. Demangan Kota Yogyakarta

Email - itoljannah@gmail.com

Latar Belakang Pendidikan

Formal:

2003- 2005 : TK Qurota A’yun

2005- 2011  : MIN 1 Pesawaran

2011- 2014 : MTs Negeri 1 Pesawaran

2014- 2017  : Perguruan Diniyyah Putri Lampung

Demikian Curriculum Vitae ini saya buat dengan sebenar- benarnya semoga dapat

dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Saya,

/%

Miftahul Jannah
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